
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pengakuan Konstitusional tentang kedudukan Nagari pertama kali 

dapat dilihat dalam  Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan Pada 

Pasal 18 yaitu “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, 

dengan bentuk dan susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-

Undang dengan memandang dan mengingat dasar Permusyawaratan dalam 

Sistem Pemerintahan Negara dan hak asal usul dalam daerah yang bersifat 

istimewa”. Selanjutnya pada Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 

setelah perubahan kedua yakni “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 

atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten, 

dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai 

Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.  

Negara Republik Indonesia didalam wilayahnya terdapat lebih kurang 

250 Zelfbesturrende Landschappen dan Volksgemeenschappen seperti Desa di 

Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan 

sebagainya. Daerah-daerah tersebut memiliki susunan asli dan oleh karenanya 

dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik 

Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan 



 

 

segala Peraturan Negara mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak 

asal usul daerah tersebut. 

Penyebutan nama Nagari di Minangkabau sebagaimana yang tertuang 

dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang keberadaan Nagari di 

Sumatera Barat. Pada zaman Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar 

lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa justru 

menghilangkan eksistensi Nagari dan daerah khusus lainnya tersebut. Inilah 

yang menjadi dasar diseragamkannya Pemerintahan terendah atau Desa di 

Indonesia.1 Ketentuan ini jelas bertentangan dengan konstitusi yang berlaku 

saat itu, namun Mahkamah Konstitusi belum ada sehingga tidak ada ruang 

untuk menguji Konstitusionalitas dari Undang-Undang tentang Desa tersebut. 

Saat Reformasi Nasional berlangsung pada tahun 1997 sampai 1998, 

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan baru tentang otonomi yaitu 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. 

Undang-Undang ini kembali memberikan peluang bagi Pemerintah untuk 

mengintervensi Pemerintah terendah dimasyarakat termasuk Nagari. 

Intervensi tersebut adalah dalam semangat Otonomi dan Desentralisasi. 

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menyikapinya dengan kebijakan 

kembali ke Nagari dan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok 

Pemerintahan Nagari. Peraturan ini mencoba dengan lebih arif menempatkan 

                                                           
1 Menimbang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 



 

 

posisi Nagari dari kondisi dualisme kepada kondisi tunggal artinya Nagari 

dianggap sebagai satu-satunya sistem Pemerintahan terendah bagi masyarakat 

Minangkabau. 

Setelah berjalannya reformasi dimana salah satu tuntutannya adalah 

Otonomi Daerah telah melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah. Semangat untuk mengembalikan hak-hak 

istimewa daerah dapat dibaca didalam Pasal 1 Angka (6) yaitu “ Otonomi 

Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Republik Indonesia.”  Landasan 

Konstitusional lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

masih mengacu pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 

sebelum perubahan.2 Bahkan semangat Otonomi daerah tersebut disambut 

langsung oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan 

membentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan 

Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yang dimana telah direvisi menjadi 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. 

                                                           
2 Menurut teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky peraturan yang lebih tinggi menjadi sumber 

bagi peraturan yang ada dibawahnya, lihat dalam Maria Farida Indarti, 2007, Ilmu Perundang-

undangan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm 25 

 



 

 

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 

8 Angka (2) “Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten atau Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, 

asal usul, adat istiadat, kondisi sosial Budaya masyarakat Desa serta 

kemampuan dan potensi Desa”. Desa pada dasarnya masing-masing daerah 

mempunyai arti yang berbeda, Salah satu nama Desa di Provinsi Sumatera 

Barat adalah Nagari. Pada Provinsi Sumatera Barat, Nagari adalah pembagian 

wilayah administratif sesudah Kecamatan, istilah Nagari merupakan 

pergantian Desa yang digunakan di Provinsi lain di Indonesia. 

Dalam hal tersebut Pemerintah Sumatera Barat merevisi Peraturan 

tersebut yang dimana lahirlah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yang 

sebagaimana acuan bagi Pemerintahan Nagari untuk menjalankan sistem 

Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Karena dalam perkembangan yang 

terjadi saat ini kurang sinkronnya Peraturan yang sebelumnya. Maka lahirnya 

Peraturan baru tersebut sebagai acuan bagi Pemerintahan Nagari menjadi 

efesien dalam menjalakan roda Pemerintahan yang baik dan efektif dalam 

Pemerintahan Nagari. 

Dalam istilahnya, Nagari adalah pembagian wilayah Administratif 

sesudah Kecamatan di Provinsi Sumatera Barat, Istilah Nagari yaitu 

menggantikan istilah Desa, yang sebelumnya digunakan diseluruh Provinsi-

Provinsi lain di Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 



 

 

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat 

Istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Adapun sistem Pemerintahan Nagari tersebut antara lain yaitu Nagari 

dipimpin oleh seorang Wali Nagari, dan dalam menjalankan 

Pemerintahannya, dahulu Wali Nagari dibantu oleh beberapa orang Wali 

Jorong, namun sekarang dibantu oleh Sekretaris Nagari (SETNAG) dan 

beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan 

kebutuhan Pemerintahan Nagari tersebut. Wali Nagari dipilih oleh anak 

Nagari (Penduduk Nagari) secara demokratis dengan pemilihan langsung 

untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian  dapat dipilih kembali untuk satu 

kali masa jabatan berikutnya. 

Biasanya yang dipilih menjadi Wali Nagari adalah orang yang 

dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya 

Minangkabau, sehingga Wali Nagari tersebut mampu menjawab semua 

persoalan yang dihadapi anak Nagari. Nagari secara Administratif 

Pemerintahan berada dibawah Kecamatan yang merupakan bagian dari 

perangkat daerah Kabupaten. Sedangkan Nagari bukan merupakan bagian dari 

perangkat daerah jika berada dalam struktur Pemerintahan Kota, berbeda 

dengan Kelurahan, Nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih 

luas, sedangkan Kelurahan tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur 

wilayahnya sendiri. 



 

 

Disamping Wali Nagari tersebut, organisasi Pemerintahan Nagari 

tersebut dinamakan dengan istilah Badan Permusyawaratan Nagari atau 

disingkat Bamus. Dalam Pasal 1 ayat 11 Peraturan Daerah Kabupaten Agam 

Provinsi Sumatera Barat  Badan Permusyawaratan Nagari merupakan Badan 

yang mengedepankan prinsip permusyawaratan dan permufakatan sebagai 

mitra kerja Pemerintah Nagari dalam menyelengarakan urusan Pemerintahan. 

Badan Permusyawaratan Nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Nagari. Badan Permusyawaratan Nagari berfungsi menetapkan 

Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan meyalurkan aspirasi 

masyarakat. 

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari merupakan Wakil 

Jorong yang dipilih secara demokratis. Yang dimaksud dengan Demokratis 

yaitu dilakukan melalui musyawarah dan mufakat atau dalam bentuk lain 

yang disepakati melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Wali Nagari. 

Pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari dan Pengukuhan anggota 

Badan Permusyawaratan Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Tentunya dalam menjalankan Pemerintahan Nagari tidak terlepas dari yang 

namanya pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal. Agar 

penyelenggaraan Pemerintahan ditingkat Nagari benar-benar memberikan 

pelayanan yang prima kepada masyarakat di Nagari tersebut. Kedudukan 

Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) adalah sebagai pendamping Wali 

Nagari dalam menyerap aspirasi rakyat yang sebagaimana diatur dalam 



 

 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. 

Seiring dengan berlakunya Peraturan tersebut kepala Pemerintahan 

Nagari beserta Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari tidak 

berperan secara penuh, hal ini disebabkan pembagiaan tugas yang kurang 

koordinasi oleh Perangkat Nagari bersama-sama dengan Badan 

Permusyawaratan Nagari (BAMUS) dan Wali Nagari. Sebagaimana dapat kita 

lihat dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 

2007 Tentang Pemerintahan Nagari yang menyatakan bahwa setiap Wali 

Nagari mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Nagari kepada Bupati dan memberikan laporan keterangan 

pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Nagari serta 

menginformasikan laporan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat.  

Seiring dengan dasar hukum Pemerintahan Nagari yang bertitik tolak 

terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang 

Pemerintah Nagari. Sebagaimana kita ketahui dalam aspek peran Bamus 

terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sering terjadinya kekurang 

koordinasian antara Wali Nagari Dan Bamus itu sendiri. Salah satunya yaitu 

Nagari Candung yang dimana masih ada terjadi permasalahan dalam 

Pemerintahan Nagari dengan Bamus tersebut dalam hal pengelolaan biaya 

operasional Karena kesalahpahaman terhadap dasar kebijakan peran masing-

masing  sebagaimana sering terjadi bertolak belakang untuk suatu 

penyesuaian suatu kebijakan dalam Pemerintahan Nagari. Yaitu Bamus 



 

 

berperan dalam Pengelolaan Dana operasional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang 

Pemerintahan Nagari dan Wali Nagari berperan dalam Pengelolaan Dana 

operasional menurut Peraturan Bupati Agam Nomor 3  Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari. Dalam menjalankan kebijakan 

Pemerintahan Nagari sering terbentur pendapat dari Wali Nagari dengan 

Bamus. Berdasarkan keadaan-keadaan dan latar belakang masalah yang 

diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menelah dan meneliti lebih lanjut 

dalam sebuah Skripsi yang berjudul “PENGAWASAN 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI OLEH BADAN 

PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS) DALAM 

PENGELOLAAN DANA OPERASIONAL BAMUS DI NAGARI 

CANDUANG KOTO LAWEH KABUPATEN AGAM PROVINSI 

SUMATERA BARAT”. 

 

B. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dapatlah diajukan 

rumusan masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimana Peran BAMUS dalam melakukan pengawasan terhadap 

pengelolaan dana operasional BAMUS di Nagari Canduang Koto Laweh 

Kabupaten Agam ? 



 

 

2. Apa saja kendala yang dihadapi BAMUS dalam melakukan pengawasan 

terhadap pengelolaan dana operasional BAMUS di Nagari Canduang Koto 

Laweh Kabupaten Agam ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :  

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengawasan pengelolaan dana operasional 

BAMUS di Pemerintahan Nagari oleh BAMUS di Nagari Canduang Koto 

Laweh Kabupaten Agam. 

2. Untuk mengetahui bentuk Pengawasan BAMUS dalam pengelolaan dana 

BAMUS di Pemerintahan Nagari di Nagari Canduang Koto Laweh 

Kabupaten Agam. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang akan penulis lakukan adalah : 

1. Manfaat secara teoritis 

Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka 

menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan 

masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam 

memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu 

hukum khususnya Hukum Administrasi Negara. 

 



 

 

2. Manfaat secara praktis 

Memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam menghadapi 

persoalan mengenai Pelaksanaan Bamus dalam Pemerintahan Nagari. 

 

3. Menjadi pedoman untuk sebuah Pemerintahan Nagari dalam menjalankan 

kewenangan dalam sebuah kebijakan. 

 

E. Metode Penelitian  

Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

 

 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis atau 

pendekatan empiris, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan 

melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di 

lapangan,3 khususnya berkenaan dengan  Pengawasan Pemerintahan 

Nagari oleh Bamus. Dengan perkataan lain, pendekatan yuridis-sosiologis 

akan melihat bagaimana penerapan hukum dalam permasalahan yang akan 

diteliti. 

 

                                                           
3Bambang Sunggono,2011, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 73 



 

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang 

menggambarkan atau melukiskan secara faktual objek penelitian secara 

sistematis yang kemudian dianalisis mengenai analisis yurudis kualitatif.4 

 

3. Jenis dan Sumber Data. 

Sumber data yang digunakan adalah : 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian 

lapangan.5 Data itu diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak 

yang terlibat langsung dalam permasalahan Pelaksanaan Pengawasan 

Pemerintahan Nagari oleh BAMUS dan Wali Nagari. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber 

data sekunder berupa : 

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang isinya 

bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan 

atau dirumuskan oleh Pemerintah dan pihak lainnya yang 

berwenang untuk itu. Secara sederhana bahan hukum primer 

merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok 

pembahasan, bentuk Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan 

                                                           
4 Bambang Sunggono,1996, Metode Penelitian Hukum, Rajawali pers, Jakarta,hlm 42 
5 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 50 



 

 

yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer 

sebagai berikut : 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah. 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 

Desa. 

e) Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 

2007 Tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari. 

f) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 

Tentang Pemerintahan Nagari. 

g) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2007 

Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian 

Wali Nagari 

 

c. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan kepada bahan hukum primer atau keterangan-keterangan 

mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang 

ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah 

dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain. 



 

 

d. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan yang menunjang 

pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya : 

kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.  

 

 

 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan : 

a. Wawancara (interview) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan 

data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang 

dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan 

penelitian. Menurut Rianto Adi,6 wawancara dilakukan dengan jalan 

komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara 

pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah melalui wawancara semi 

terstruktur (semi structured interview) dengan menggunakan pedoman 

wawancara (interview’s guidance) untuk menggali sebanyak-

banyaknya informasi yang diperoleh dari para responden. Dalam 

penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pihak–pihak yang terlibat 

dalam Peran Bamus dalam melakukan pengawasan terhadap 

                                                           
6 Rianto Adi, 2004, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, hlm.72 



 

 

penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, BAMUS beserta Pemerintahan 

Nagari. 

b. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan 

dalam penelitan kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan 

kepustakaan dan literature yang  berkaitan dengan penelitian ini. 

5. Analisis Data 

Berdasarkan data-data yang telah berhasil dikumpulkan, baik data 

primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk 

dianalisa. Secara kualitatif yaitu dengan mengelompokan data menurut 

aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan 

kata lain data muncul berwujud kata-kata,7dengan bertitik pangkal pada 

hukum atau norma yang berlaku. 

                                                           
7 B. Miles Matthew dan A. Michael Huberman, 1992, Analisa Data Kualitatif, UI Press, 

Jakarta, hlm.15-16 


